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BUPATI KEPAHIANG
PROPINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 440- 34 TAHUN 2023

TENTANG

ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
PADA FASILTAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) MILIK PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023

BUPATI KEPAHIANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah, perlu ditetapkan setiap tahun oleh
pemerintah daerah;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepahiang
tentang alokasi dana kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang

Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukkan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
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6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;

8  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Dearah (Lembaran Negara Reublik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 81);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 82
Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1400);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan
Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

Menetapkan : MEMUTUSKAN :

KESATU ] Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun
2023;

KEDUA : Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan
Kesehatan ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen)
dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan
sebesar 40% (empat puluh persen);
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KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka
akan perbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 20 januorf 2023
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